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BUPA/I JEPARA 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR I3 TAHUN 2005 

TENTANG 

BANTUAN EUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
KABUPATEN JEPARA 

BUPAT JEPARA 

bahwa guna melaksanakan Surat Kawat Mendagri Tang.gal 24 
Oktober 2005 Nomor T120/913.D III, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Jepara tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik 

UJndang-undang Normor 13 Tahu 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaw 
Tengah ; 

2. Ldang-undang Nomor 31 Tahu 2002 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4251); 

3, Lindang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 37 Tumbahan 
Lembaran Negara Nomor 4277), 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 
Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pererintah Pengganti Undang-undang Noor 3 
fahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 38, Tambahan Lembara Republik Indonesia 
Nomor 4493) 

5. Peraturan Pemeintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahu 
2005 tertang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 None 
62Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 
5413 Tahun 2005 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahu 2002 
tentang Bantun Keuangan kepada Para Politik (Lembaran 
Dacrah kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 3), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG BANTUAN 
KEUANGAN KEADA PARTAI POLITIK KABUPATEN 
JEPARA 

BAI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 

Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh 
emerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga 
Perwakilan Rakyat 

' 
2. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut denga ppR Kabupaten Jepara 

BABIN 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 2 

(I)Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dandatau sekretariat 
Partai Politik, emerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik 

(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jepara 
Pemilihan thrum Tahun 2004 

kepada 
hasil 

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan setiap tahun anggaran 

BAil iii 
BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(I) Bantuan Keuangan kepacda Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasat 2 
diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD 
Kabupaten Jepara has.il Pemilihan Umum Tahun 2004 
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(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(y 
sebesar Rn 11,635,000, (sebelas juta enam ratus tiga puluh fima ribu rupiah) 
setiap kursi, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
eraturan ini 

BA IV 
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN 

Pasal 4 

() Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan ecara tertuhis oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang 
sah kepada Bupati Jepure 

(2)Pengajuan Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
ditandatangani oleh Ketua Lmnum dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah 

(3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus 
dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Jepara • 

BAB V 
PENYERAMAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 5 

Penyerahan Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati Jepara 
atau Pejabat yang ditunjk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan 
yang sah dengan Berita Acara serah terima 

BAB VI 
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

asal 6 

laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten 
disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Perundang-undangan yang 
berlakau 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

asal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 210/122 Than 
2002 tentang Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik dicabut dan dinyatak.an 
idak berlaku 



Psl3

Penrunn Blrbad ini muld bend{a pada ranssrt diunda4kan

Aear setiap oms ndgerahuinya. memdnbhkan penaundan4n pedtrtu ini
densatr pensnp.bMya dalm Berira fterah K*upaten Jepm

Pad. krEgtrl 1g NoddmbL 2005

P.ds rnscn xs 
'kp,,{+ 

r0n5

sEki-ErAxrs DAEil]l xn3upArFN 
'FPAF/

BER]TA DAER{H KABTIPATEN JEFARA TAITLN].J 2OO5 NOMO{ I X
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang gal diundangk.an 

gar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara 

' 
Ditetapkan di Jepara 
Pada tamnggal 6 Nopember 2005 -, 

T I llUPAll JEPARA 

h1 
h / eNoRoMA«too 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal (cpube2005 

• SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

M.EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 200S NOMOR [ 

- 
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